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POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN

BITUNG
lalan Tandurus Korak Por l ZBIG - Bnung , SutawesiUtaB 95526

re,epo. (0438) 36a34 3686 raksimib (0438) 2t 436
€-mall :politeknikkp_bitung@yahoo.@m we.txite;ww.poltekkebhungzcid

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

KXPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIK,ANAN BITUNC

NOMOR : -rfu/pOLTEK Kp.ATG,rKprVOT.2t0Ar'rry2018

TENTANG
REVTSI KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK

PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITTJNG
TAHIJN ANCGARAN 20I8

DTREKTUR POLTTEKNIK KELAUTAN DAN PERI(ANAN BITI'NC

: a. bahwa dalam mngka penyelenggaraan pelalanan publik pada Politehik Kp Bitung,
dipandarg p€rlu menunjuk Kelompok Kerja Pelalanan PEblik;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipji yang dituDjuk dalam jabatan sebagaima.na te.cantum dalam
Iampimn keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk m€laksanakan tugas dan
tanggung jawab tersebut diatas.

: l. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 rentang Keuangan Negam!
2. Undag Undang Nomor I Talur 2004 lentang Perbendandarn Negarq
3. Unddg Undang No.15 Tahun 2017 tertans A?BN Tahun 2018:
4. PcrpresNomor.9 Tahun 2009 Te dg Pelayaan Publik;
5. Pemturan Ment€ri Pendayagunaan Apamrur Negam dan RefornNi Bi.okmsi Rt Nomor l j rahun

2014lentargPedom StandarPelaydan;
6. Pemtlru Mentd Pendayagu@ AparaturNegaE d Retumasi Birokasi RI Nomor 14 Tahun

2017. lentang Pedomd Penyusun Swci Kcpuasan Masyeakat Unit penyelorggam petayanan

Publilq
7. Pera(Iru M t€d Kelautan dd Pdkman Rr Nomor i 6OnERMtrN-Kp/20t6 Tenlang

Organisasi dan aata Kerja Politehik KP
8. Pqaturan Menkri Keumg0n Nomor 49,?ML0212017 tentae Slandar Biaya Mautan-Iahun

Anggaran 2018
9. Kopuiua, Menlerj K€laule dm Periked Nmo. Kep.l4l,tt{EN1KU.6l tD0t7 TegSat 7

Desember 2017 te ans Penunjukatr KPdPPKPPTSPM dan Bmdaham p@solua.a, dai/atau
Bendah@ Pendimaan pada Sarue Keia U PT di Linekungan KKp

Dafia. lsian Pelaksanaan Anggaran Talun Anggaran 2018 Nonor : DIPA-
032.12.223801On018 Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya seperti tercantun pada lampiran
keputusan ini sebagai Kelompok Kerja pelayanan publik pada politeknik Kelautan alan
Perikaoan Bitung Tahun Anggaran 2018;

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA
Politelnik Kelautan dan Perikanan Birung Tahutr Anggaran 20t8;

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Menetapkan :

PERTAMA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

1. Yaog bersangkutan

Ditetapkan di Bitung
Pada Tarlggal 20 AgusB 201

k Adi Suseno,M.Si
NIP. 19s90504 198503 1 003



Lampiran
Nomor
Tanggal

Keputusan Kuasa Penggutra Anggaran Politeknik KP Bitung
/POLTEK KP.BTC/Kpts,/OT.2l0NI\1201 8

20 Agustus 2018

KELOMPOK KERJA PELAYANAN PI-IBLIK TAIIUN 20 I 8

PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

1. Penanggungjawab

2. Ketua

3. Sekretaris

4. Arggota

h. Dolfie Di Kaligis, ME

Novie wijay4 S.St.Pi, M.ST.Pi

Roy Louhenapessy

Yuli Purwanto, S.St.Pi,M.Si

Lexi Hosa[g,ST

Lusye Mawuntu,SE

Grace Kristi Irjayanti, A.Md

David Ticoalu,S.Pi

20 Agustus 2018

905M 198503 1 003



Lampiran 2 : Surat Keputusan Di.ektui Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Nomor : ,POLTEK KP. BTGI<pts,DL.2l0lVIIV2018
Tanggal : 20Agustus2018

Ursian t[gas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Pelayanan publik

a. Penanggung Jawab
1. Memberikan arahan dan masukan terkait Pelayanan Publik;
2. Melakukan Evaluasi terkait kegiatan Pelayanan Publik;
3. Melakukan pengawasan terkait Petayanan Publik.

b. Ketua
1. Men),usul Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan" Standar kompetensi pelaksana

Pelayanan, Kode Etik Pelayanan, rencana kegiatan, mulai dari perencanaan, proses dan
evaluasi kegiatan;

2. Mengkoordinir pelaksanaan Pelayanan Publik;
- 3. Metaporkan hasil Pelayanan Publik kepada Penanggungjawab

c. Seketaris.
l. Mendol-umentasikankegiatanpelaksanaanPelayanan Publik;
2. Mengadministrasikan Pelayanan Publik;
3. Membuat Laporan terkait Pelayanan Publik

d. Anggota
1. Pelaksanaan Pelayanan Publik;


